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BERITA DAERAH 

KOTA BEKASI 
 

 
NOMOR :  56                                     2020                                     SERI : A       

 
PERATURAN  WALI KOTA  BEKASI 

             NOMOR  56 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 143 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA  BEKASI, 
 

Menimbang    :  a.  bahwa dengan adanya pergeseran anggaran belanja 
langsung pada obyek, rincian obyek dan uraian belanja 
untuk kegiatan pada pos beberapa Perangkat Daerah, dan 
berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 dan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 
terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sambil menunggu Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020. 
 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1996 tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 3663); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

20. Peraturan Presiden  Nomor 16 Tahun 2018  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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21. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur Dan Rinciang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2020 Nomor 294) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Postur Dan Rinciang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 
155); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 31 
tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 
Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor  16); 

32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor  2 Seri A); 

33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor  4 
Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2015 Nomor 16 Seri A); 

34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 
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35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor  02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 
Nomor 22 Seri A); 

37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2019 Nomor 143 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 
Nomor 33 Seri A). 

 
Memperhatikan :     1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 
Tahun Anggaran 2020; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 
Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun 
Anggaran 2020; 

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 
tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamatan 
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; 

4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang 
Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang 
III Tahun Anggaran 2020; 
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5. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Koordinator 
Pengelola Keuangan Daerah Nomor 913/Kep.106-
BPKAD/VII/2020 tentang Persetujuan Pergeseran Antar 
Objek Dan Rincian Objek Pada Belanja Langsung Dalam 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; 

6. Berita Acara Persetujuan TAPD Kota Bekasi Nomor 
900/212/TAPD.Bappelitbangda tentang   Pembahasan 
Perubahan Kelima Penjabaran APBD Kota Bekasi Tahun 
Anggaran 2020 Tanggal 27 Juli 2020. 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 143 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Bekasi: 
a. Nomor 06  Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi 

Nomor   143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 
6 Seri A); 

b. Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2020 Nomor 14 Seri A); 

c. Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2020 Nomor 24 Seri A); 

d. Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2020 Nomor 33 Seri A); 
diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
     Pasal 1 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2020 terdiri  
atas : 
1) Pendapatan Daerah 

a.  Pendapatan Asli Daerah     Rp. 3.017.100.020.330,00 
Berkurang        Rp.   (921.698.471.830,00) 
Jumlah        Rp. 2.095.401.548.500,00 
 

 

b. Dana Perimbangan      Rp. 1.662.911.894.000,00 
Berkurang          Rp.     (30.206.722.530,00) 
Jumlah        Rp. 1.632.705.171.470,00 
 

c.   Lain-lain pendapatan yang sah    Rp. 1.146.929.174.865,00 
Bertambah       Rp.    306.060.033.474,00 
Jumlah        Rp  1.452.989.208.339,00 
 
 

2) Belanja Daerah 
a.  Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai     Rp.  2.254.404.141.360,00 
Berkurang      Rp.    (294.890.929.994,00) 
Jumlah       Rp.  1.959.513.211.366,00 

2. Belanja Subsidi     Rp.         6.000.000.000,00 
3. Belanja Hibah     Rp.     135.108.506.000,00 

Berkurang      Rp.      (78.451.714.200,00) 
Jumlah       Rp.       56.656.791.800,00 

4. Belanja Bantuan Sosial     Rp.     101.243.280.000,00 
     Bertambah       Rp.         1.470.000.000,00 

Jumlah       Rp.     102.713.280.000,00 
5. Belanja Bantuan Keuangan   Rp.       33.386.732.993,00 

Berkurang      Rp.     (31.486.732.993,00) 
Jumlah       Rp.        1.900.000.000,00 

6. Belanja Tidak Terduga    Rp.   153.000.000.000,00 
Bertambah      Rp.   116.213.561.645,00 
Jumlah       Rp.   269.213.561.645,00 

     Jumlah Belanja Tidak Langsung   Rp.2.395.996.844.811,00 
 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai    Rp.     138.643.566.652,00 

Berkurang    Rp.      (57.712.133.800,00) 
Jumlah    Rp.     80.931.432.852,00 

2. Belanja Barang dan Jasa  Rp.   2.126.735.058.533,00 
Berkurang     Rp.      (49.770.888.812,00) 
Jumlah     Rp.   2.076.964.169.721,00 
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3. Belanja Modal   Rp.     853.419.803.657,00 
Berkurang    Rp.    (136.953.475.696,00) 
Jumlah    Rp.     716.466.327.961,00 
 

    Jumlah Belanja Langsung Rp.  2.874.361.930.534,00 
 
   Belanja     Rp.  5.801.941.089.195,00 
        Berkurang       Rp.    (531.582.313.850,00) 
         Jumlah     Rp.  5.270.358.775.345,00 
 
         Defisit      Rp.    (89.262.847.036,00) 
 
3) Pembiayaan 

a. Penerimaan    Rp.    111.762.847.036,00 
b. Pengeluaran    Rp.      25.000.000.000,00 

Berkurang    Rp.      (2.500.000.000,00) 
Jumlah     Rp.      22.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.      89.262.847.036,00 
 
 

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran I a dan Lampiran II diubah, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I a dan Lampiran II 
Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
      Ditetapkan  di    Bekasi 
  pada tanggal  29 Juli 2020 

 

WALI KOTA  BEKASI, 
     
      Ttd/Cap 
 

RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan  di  Bekasi 
pada  tanggal  29 Juli 2020    
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
                          

           Ttd/Cap  
   
                                   

RENY HENDRAWATI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR  56  SERI A A 


